
                                                                                                                            

 
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG 

HASUNDUTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,  

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

188.34-9890 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa 

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang 

Hasundutan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor,  ketentuan Pasal 47 dan 

Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2011 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga 

perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan 

Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4272); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5317); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor; 

 

 

 

SALINAN 

5. Peraturan… 
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5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti 

Lulus Uji, Berkala Kendaraan Bermotor; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 

1 Tahun 2011 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 1). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN  HUMBANG HASUNDUTAN 

 

dan 

 

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

   

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten 

Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai 

berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Humbang 

Hasundutan. 
 
 

 
 

8. Badan… 
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8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 
10. Retribusi Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran 

atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. 
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa uasaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau Badan. 
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau Badan. 

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi  
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oelh Kapala Daerah. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

20. Kendaraan… 
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20. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan di atas rel. 

21. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor 

angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 

(delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya 

tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

22. Mobil bus adalah kendaraan bermotor lebih dari 8 (delapan) 

orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 

3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

23. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan 

untuk angkutan barang. 

24. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain 

daripada kendaraan bermotor untuk barang, yang 

penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut 

barang–barang khusus. 

25. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang 

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan 

pungutan biaya. 

26. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 

mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh 

alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan 

bermotor. 

27. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan 

untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik 

dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor 

penariknya. 

28. Becak bermotor adalah kendaraan umum roda tiga. 

29. Roda pada suatu sumbu adalah roda tunggal atau ganda 

atau beberapa roda yang dipasang simetris atau pada 

dasarnya simetris terhadap bidang membujur tengah 

kendaraan, walaupun roda–roda tersebut tidak dipasang 

pada sumbu yang sama. 

30. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian 

kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian–bagian setiap 

kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta 

gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, becak 

bermotor dan kendaraan umum dalam rangka pemenuhan 

terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 

31. Pengujian berkala yang selanjutnya disebut uji berkala 

adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan 

secara berkala terhadap setiap mobil penumpang umum, 

mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta 

tempelan, yang dioperasikan dijalan yang meliputi 

pemeriksaan dan pengujian fisik dan pengesahan hasil uji. 

32. Buku Uji berkala tanda bukti lulus uji berkala berbentuk 

buku berisi data dan legitimasi pengujian setiap kendaraan 

wajib uji. 

33. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah lulus uji 

dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat 

kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka 

kendaraan. 

34. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu 

kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya 

keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara 

dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperaskan di 

jalan. 

 

35. Uji Ulang… 
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35. Uji Ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan 

yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan 

berdasarkan surat perintah penguji. 

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya 

disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 

memutuskan besarnya retribusi daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf d 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

 

(1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, 

kendaraan bermotor khusus, kereta gandengan, kereta 

tempelan, becak bermotor dan kendaraan umum yang 

dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala. 

(2) Masa uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

selama 6 (enam) bulan. 

(3) Pelaksanaan uji kendaraan bermotor dimaksud pada ayat 

(1) ádalah untuk : 

a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis 

terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan; 

b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan 

pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan 

kendaraan bermotor di jalan; dan 

c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 

(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dan huruf b maka : 

a. setiap unit pelaksana uji kendaraan bermotor harus 

dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian; 

b. jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan 

penguji harus dilakukan secara cermat dan tepat; 

c. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang 

memiliki kualifikasi teknis tertentu; 

d. pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata 

cara serta lokasi yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan peralatan pengujian yang tersedia; 

e. hasil uji kendaraan bermotor  harus akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

f. fasilitas dan peralatan pengujian  harus dipelihara 

atau dirawat dengan baik secara periodik, sehingga 

semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam 

kondisi layak pakai; 

g. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara 

periodik; dan 

h. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus 

diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan 

bermotor yang wajib uji di daerah. 

(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c, maka : 

a. setiap unit pelaksanaan pengujian kendaraan 

bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi 

yang ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat 

dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon yang 

memuat besarnya biaya yang dipungut dalam rangka 

pengujian kendaraan bermotor dan prosedur 

pengujian kendaraan bermotor; 

 

b. setiap… 
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b. setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan 

tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis 

penguji; 

c. jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus 

diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang 

diuji dan peralatan pengujian; dan 

d. unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor berada 

di  ibukota Daerah. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 3 

Uji kendaraan bermotor oleh Pemerintah Kabupaten yang 

secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan. 

 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 4 

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan 

uji kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan. 

(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan dan/atau Keputusan Bupati. 

 

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 5 

Setiap  kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, 

kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan bermotor 

khusus, becak bermotor, dan kendaraan bermotor umum 

yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan buku uji 

dan tanda uji berkala serta wajib ditempelkan pada 

kendaraan. 

 

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 28 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian 

kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan 

bermotor yang diuji. 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 

a. Biaya pendaftaran sebesar .............. Rp.   25.000,- 

b. Biaya tanda uji (cat/ketok/stiker) 

sebesar ........................................... 

 

Rp.   15.000,- 

c. Biaya pelayanan pengujian :  

 1. Mobil penumpang umum sebesar  Rp.   50.000,- 

 2. Mobil bus/kendaraan khusus 

sebesar ....................................... 

 

Rp. 100.000,- 

 3. Mobil barang : 

 

 

a) JBB… 
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 a) JBB sampai dengan 7.500 kg 

sebesar .................................. 

 

Rp. 100.000,- 

 b) JBB 7.501 kg – 14.000 kg 

sebesar .................................. 

 

Rp. 150.000,- 

 c) JBB lebih dari 14.000 kg 

sebesar .................................. 

 

Rp. 200.000,- 

 4. Biaya mutasi uji sebesar ............. Rp.   25.000,- 

d. Biaya tanda uji berkala (baut, kawat 

dan segel) sebesar ........................... 

Rp.   15.000,- 

e. Biaya buku uji  

 1. Penggantian berkala sebesar ....... Rp.   25.000,- 

 2. Penggantian karena hilang 

sebesar ....................................... 

 

Rp.   50.000,- 

   
 

7. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal 

yaitu Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 28A 

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  

8. BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB XII 

PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

 

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambah 1 

(satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 31 

(1) Retribusi dipungut pada saat Pengujian Kendaraan 

Bermotor. 

(2) Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

disetorkan ke Rekening Kas daerah Kabupaten Humbang 

Hasundutan. 

(3) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan dengan 

memberikan tanda bukti setoran pembayaran. 

(4) Bukti setoran retribusi dilampirkan sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh bukti pengujian kendaraan 

bermotor. 

 

10. Ketentuan Pasal 32 disempurnakan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 32 

 

(1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang 

dihunjuk, maka hasil pemungutan Retribusi Daerah 

harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 

jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.  

 

(2) Pembayaran… 
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(2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara 

tunai/lunas.  

(3) (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.  

(5) Bentuk, isi, dan Kwalitas ukuran buku tanda bukti 

pembayaran serta buku penerimaan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati.   

 

 

11. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 33 

 

(1) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang 

kendaraannya terlambat diuji dikenakan denda. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebesar 2% dari retribusi setiap bulannya. 

 

12. Ketentuan Pasal 34 disempurnakan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 34 

 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang depersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan 

kartu langganan. 

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 

yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 

penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat 

jatuh tempo pembayaran.  

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh)hari setelah diterimanya  

surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang 

terutang.   

(5) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis  sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh 

Bupati. 

 

13. Ketentuan Pasal 35 disempurnakan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 35 
 

(1) Hak untuk  melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tertuangnya Retribusi, kecuali jika Wajib 

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi; 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

 

 

(3) Dalam… 
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 

tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang Retribusi dan belum melunasinya kapada 

Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

 

14. Ketentuan Pasal 36 disempurnakan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 36 
 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih  lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, 

dapat dihapus. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang 

retribusi daerah  yang sudah kadaluwarsa sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 

piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Bupati    

 

15. Ketentuan Pasal 38 disempurnakan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 38 
 

 

(1) Bupati dapat memberikan  keringanan, pengurangan dan 

pembebasan retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan  

memperhatikan kemampuan wajib retribusi; 

Retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi 

penerimanya kecil dan/atau atas kebijakan 

Nasional/Kabupaten untuk memberikan pelayanan 

tersebut secara cuma-cuma. 

 

16. Ketentuan Pasal 39 disempurnakan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 39 

 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

 

 

 

 

(3) Keberatan… 
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(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, 

kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan di luar kekuasaannya; 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) adalah sesuatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi; 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 

Retribusi. 

 

17. Ketentuan Pasal 40 disempurnakan berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 40 

 

(1) Bupati  dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan; 

(2) Keputusan Bupati  atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya Retribusi yang terutang; 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

 

 

18. Ketentuan Pasal 41 disempurnakan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 41 

 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKRDLB. 

 

19. Ketentuan Pasal 42 disempurnakan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 42 
 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama  6 (enam ) bulan, 

sejak deterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), harus memberikan keputusan. 

 

 

 

 
(3) Apabila… 
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(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan 

suatu keputusan, permohonan pengembalian 

pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB 

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi 

lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian Pembayaran Retribusi sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan 

setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

20. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, 

ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi 

sebagai berikut :  

 

Pasal 45 

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang tidak 

melakukan pengujian maka akan dilakukan penindakan 

berupa penahanan kendaraan tersebut. 

(2) Kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan pada ayat 

(1) dapat dilepaskan apabila telah dilakukan pengujian. 

(3) Kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan pada ayat 

(2) ditahan paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila 

pemilik tidak mengajukan pengujian maka akan 

dilakukan denda sebesar 2 kali lipat dari tarif retribusi. 

(4) Kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan pada ayat 

(3) paling lama enam bulan tetapi juga pemilik tidak 

mengajukan permohonan pengujian dan atau tidak diuji 

maka kendaraan tersebut akan dilelang dan hasil lelang 

menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang 

Hasundutan. 

 

21. Ketentuan Pasal 47 dihapus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasal II… 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 

 

Ditetapkan di Doloksanggul 

pada tanggal 31 Januari 2019                       

 

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 

 

     

 

  DOSMAR BANJARNAHOR 

Diundangkan di Doloksanggul 

pada tanggal  1 Pebruari 2019                            

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, 

 

 

 

TONNY SIHOMBING 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 

NOMOR 4. 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, 

PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (4/20/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttd 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

SUHUT SILABAN, S.H. 
NIP. 19620624 198602 1 001 
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